
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.761, 2018 LKPP. Pedoman Swakelola.  

 

PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR     8     TAHUN    2018 

TENTANG 

PEDOMAN SWAKELOLA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 91 ayat 

(1) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut 

mengenai  pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Swakelola di  Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; 

  b. bahwa untuk mewujudkan kesamaaan pemahaman bagi 

PA/KPA, PPK dan Penyelenggara Swakelola di 

Lingkungan K/L/PD dalam Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Swakelola perlu dibuat pedoman; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Pedoman Swakelola. 
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden  Nomor  106  Tahun  2007  tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 314); 

  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN 

SWAKELOLA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 

serah terima hasil pekerjaan.  

2. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau 

kelompok masyarakat. 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.761 
-3- 

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

4. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 

memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

5. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah. 

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 

7. Pejabat  Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

9. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang 

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk 

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan 

dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. 
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12. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 

adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggung jawab 

anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, atau 

penanggung jawab Kelompok Masyarakat secara tertulis 

sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola. 

13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Kontrak Swakelola adalah perjanjian 

tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana 

Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau 

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pedoman Swakelola meliputi: 

a. perencanaan swakelola; 

b. persiapan swakelola; 

c. pelaksanaan swakelola; 

d. pengawasan swakelola; dan 

e. serah terima hasil pekerjaan. 

 

Pasal 3 

Tipe Swakelola terdiri atas: 

a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, 

dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran; 

b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi 

oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana 

Swakelola; 

c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi 

oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh 

Ormas pelaksana Swakelola; dan 

d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung 
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jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok 

Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh 

Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim 

Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. 

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, 

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana 

biaya. 

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, 

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan 

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan 

pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. 

(5) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai 

berikut: 

a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

PA/KPA; 

b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan 

oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain 

pelaksana Swakelola; 

c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan 

oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; dan 

d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

 

BAB II 

PERENCANAAN SWAKELOLA 

 

Pasal 5 

(1) Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a. penetapan tipe Swakelola; 

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 
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